


KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahuwata’ala, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat
rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Hukum Setda Provinsi NTB Tahun 2020 dapat
diselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inforrnasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan
pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB yang disusun
sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik. PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB juga telah
mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas

pelayanan informasi kepada masyarakat.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan
pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan
dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun

untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Biro Hukum Setda Provinsi NTB.

Demikian Laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram,  Januari 2021

KETUA BPID
BIRO HUKUM SETDJA PROVINSI NTB,

H. RUSLAN ABDUL 'GANI, SH..MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 199303 1 135
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Bagian |

GAMBARAN UMUMDAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah
mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya

kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Disisi lain Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik
yang transparan, efektif, efesien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus
mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan
meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan

informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Untuk tujuan inilah setigp Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan
informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan

informasi serta penanganan sengketa.

Berdasarkan Pergub NTB Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja PPID Pemerintah
Provinss NTB, PPID Biro Hukum adalah PPID Pembantu pada PPID Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat. PPID pada Biro Hukum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor 1
Tahun 2020 tentang Pgjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi NTB Tahun 2020, dengan rincian tugas dan wewenang sebagal berikut :

1. Tugas:

a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanan informasi publik;

b. mendokumentasikan, memverifikasi, menyusun, menyimpan dan mengelola bahan-bahan
informasi publik;

c. mendokumentasikan, menyimpan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi publik;

d. menggjukan permohonan konsultasi uji konsekuensi untuk pengecuaian informas kepada
PPID Provins;

e. konsultasi upaya penyelesaian sengketainformasi publik kepada PPID Provinsi; dan

f. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PPID Provinsi.

2. Wewenang :

a. meminta, mengumpulkan, dokumen bahan-bahan informasi publik dari bidang dan/atau
bagian yang ada di masing-masing Perangkat Daerah;

b. melaksanakan rapat koordinasi dan/atau rapat kerja untuk kelancaran tugas dan fungsi
pelayanan informasi dengan pejabat publik dan fungsional di masing-masing Perangkat
Daerah; dan

Cc. menugaskan Pegabat Fungsional untuk melaksanakan tugas-tugas pendokumentasian,

verifikasi, pengelolaan, penyimpanan bahan-bahan informasi publik.



1.1. Regulas

1.2

1
2.
3.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang K eterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasiond;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinss NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinss NTB sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2019;

Peraturan Daerah Provins NTB Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2008 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum;

Peraturan Gubernur NTB Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pegjabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB Tahun 2020.

Arah Prioritas Pelayanan

Prioritaspelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Biro Hukum

SetdaProvins NTBpada tahun 2020 antaralain :

1
2.
3.

Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi NTB;

Melakukan update produk hukum daerah;

Mengumpulkan/menginventarisir peraturan perundang-undangan/kebijakan pusat dan
daerah terkait Covid-19.

Kegiatan utama PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB adalah mendokumentasikan/

mengumpulkan/mensosialisasikan secara langsung maupun melalui media sosial produk hukum
daerah dan peraturan/kebijakan terkait Pandemi Covid-19.



Bagian ||
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

2.1. Sekretariat Layanan

Sekretariat layanan informasi pada PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB bertempat di
Ruang Bagian Pembinaan pada Biro Hukum Setda Provinss NTB (Subbag. Dokumentasi dan
Penyuluhan Hukum) yang beralamat di Jalan Pejanggik No. 12 Mataram.

Terdapat desk layanan informasi dan perpustakaan hukum yang akan membantu
masyarakat memperoleh informasi, bailk dalam bentuk hardcopy maupun softcopy.Selain
layanan pada desk informasi PPID Biro Hukum Setda Provins NTB juga menyediakan sarana
sosidisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitass masyarakat untuk dapat

memperoleh informas melalui  sistem elektronik berbasis website, pada laman
https://jdih.ntbprov.go.id.

Foto Desk layanan dan lemari perpustakaan hukum :
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Berikut Standar Pelayanan Informasi Hukum pada Sekretariat Layanan Biro Hukum
Setda Provinsi NTB, sebagai berikut:

Standar Pelayanan Informasi Hukum pada Sekretariat L ayanan

Biro Hukum Setda Provinsi NTB

NO KOMPONEN URAIAN
1. |Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat | Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang K eterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengel olaan
Jaringan Dokumentasi dan Informas Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Proving NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provins NTB sebagaimanatel ah diubah dengan Peraturan Dagrah Nomor 13 Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Proving NTB Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2008 tentang Jaringan Dokumentas dan Informas Hukum;
12. Peraturan Gubernur NTB Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pegjabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Biro Hukum Sekretariat Dagrah Provinsi NTB Tahun 2020.
2. |Persyaratan Pelayanan| 1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan kepada
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB;
2. Penerima/Pengguna Layanan hadir langsung di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provins NTB,
menunjukkan identitas dan mengisi buku tamu;
3. Penerima/Pengguna bisa langsung download di https://jdih.ntbprov.go.id.
3. |Sistem, Mekanisme | 1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan atau datang langsung ke Biro
dan Prosedur Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB dengan menunjukkan identitas;
2. Kepala Biro Hukum memberikan disposisi surat permohonan kepada Kasubbag. Dokumentasi
dan Penyuluhan Hukum;
3. Kasubbag. Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum memberikan disposisi/menugaskan Pegawai
yang berkompeten untuk memberikan layanan data dan/atau informasi;
4. Pgabat/Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan data dan/atau informasi
kepada Penerima/Pengguna Layanan;
5. Dalam hal tertentu, Kepala Biro Hukum atau Kasubbag. Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum
dapat langsung memberi layanan data dan/atau informasi kepada Penerima/Pengguna Layanan;
6. Penerima/Pengguna Layanan yang hadir mengis Survei Kepuasan Masyarakat setelah mendapatkan
layanan;
7. Penerima/Pengguna bisa mengakses di laman https://jdih.ntbprov.go.id.
4. |Jangka Waktu 1. Meéelalui surat di jawab 1 (satu) hari setelah surat pengajuan dikirim lewat email/wa;
Penyelesaian 2. Datang langsung maksimal 15 (limabelas) menit sgjak permintaan disampaikan;
3. Download di website langsung dapat konten.
5. |Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya.
6. |Produk Pelayanan Peraturan Daerah Provinsi NTB;
Peraturan Gubernur NTB;
Keputusan Gubernur NTB;
Naskah Hukum Lainnya;
Data dan/atau informasi terkait lainnya.
7. |Sarana, Prasarana Perpustakaan Hukum

dan/atau Fasilitas

SoukrwnNhPElOMONE

Komputer akses
Wifi
Laptop/komputer
Scanner

Printer




NO

KOMPONEN

URAIAN

Kompetens Pdaksana

Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pengawasan Internal | 1. Supervis atasan langsung.

2. Pengawasan dari BPHN.
3. Dilaksanakan secara kontinyu.

10.

Pengaduan dan Saran | 1. Email: birohukumprovinsintb@gmail.com

2. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinss NTB Cg. Subbag. Dokumentasi dan Penyuluhan
Hukum,Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram.

11. |Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang ASN dan 1 (satu) orang Tenaga Kontrak.
12. |Jaminan Pelayanan  |Cepat, tepat dan akurat.
13. |Jaminan keamanan dan |Output pelayanan dijamin peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
keselamatan pelayanan
14. Eglz;llgas Kinerja - Laporan dilaksanakan secara berkala ke atasan langsung dan dievaluasi 1 (satu) bulan sekali.
sana

2.2. Sumber Daya Manusia

Susunan Keanggotan Tim PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB ditetapkan Keputusan
Kepala Biro Hukum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentas Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinss NTB Tahun 2020 dengan komposisi

sebagai berikut :
NO. JABATAN/INSTANSI KEDUD‘;‘;?;“DALAM KETERANGAN
1. | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB Atasan PPID
2. | Kabag.Pembinaan Hukum pada Biro Hukum Ketua PPID
Setda Provinsi NTB
3. | Kasubbag. Dokumentasi dan Penyuluhan | Koordinator Bidang
Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB PPID
4. | Kasubbag. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Anggota
Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum
Setda Provinsi NTB
S. | Staf Bagian Pembinaan Hukum pada Biro Anggota/Petugas 4 (empat)
Hukum Setda Provinsi NTB PPID OPD orang

2.3. Informas Publik pada Sistem Informasi PPID Biro Hukum

Sistem informasi publik pada Sistem Informasi PPID Biro Hukum merupakan sistem

informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi

terutama layanan untuk mengakses produk-produk hukum daerah Provins Nusa Tenggara

Barat. Sebagai Badan Publik, Biro Hukum memiliki

kewgjiban untuk membuat dan

mengumumkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan

untuk informas yang bersifat tersedia setigp saat diperlukan proses permohonan informasi

dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap

identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh

masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui laman https://jdih.ntbprov.go.id.




Berikut Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB :

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB

Penanggung jawab

Waktu

Bentuk

No.| Judul Informasi Ringkasan Isi Informasi Pembuatan Pembuatan |Informasiyg Jangka Waktu
Informasi Informasi | Tersedia |F€nyimpanan
1 2 3 4 5 6 7
I. | Profil Biro Hukum
1} Visi dan Misi Visi dan Misi Biro Hukum Atasan PPID |Selamaberlaku| Berkala | Selama berlaku
2] Tujuan, Sasaran, Tujuan, sasaran, kebijakan Atasan PPID |Selamaberlaku|l Berkala Selama berlaku
Kebijakan
3] Tugas Pokok dan Fungsi | Tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Atasan PPID |Selamaberlaku| Berkala | Selama berlaku
4] Struktur Organisasi | Struktur Organisasi Biro Hukum Atasan PPID |Selamaberlaku| Berkala | Selama berlaku
5] Profil Pejabat Profil Pejabat terbaru/terupdate Atasan PPID |Selamaberlaku| Berkala | Selama berlaku
II. | Produk Hukum
1] Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi NTB Atasan PPID |Selamaberlaku| Hard dan | Selama berlaku
softcopy
2] Peraturan Gubernur | Peraturan Gubernur NTB Atasan PPID |Selamaberlaku| Hard dan | Selama berlaku
softcopy
3] Keputusan Gubernur | Daftar Keputusan Gubernur NTB Atasan PPID |Selamaberlaku| Hard dan | Selama berlaku
softcopy
4] Peraturan Lain Peraturan lain terkait produk hukum Atasan PPID |Selamaberlaku| Hard dan | Selama berlaku
Daerah Provinsi NTB softcopy
5] Rancangan Peraturan | Raperda dan Rapergub Atasan PPID |Selamaberlaku| Hard dan | Selama berlaku
softcopy
III. | Dokumen-Laporan :
1] Perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan | Kasubbag. TU |Selamaberlaku| softcopy | Selamaberlaku
Rencana Kerja (Renja)
2] Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),| Kasubbag. TU |Selamaberlaku| softcopy | Selamaberlaku
Laporan Keuangan Tahunan
3] Capaian Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi | Kasubbag. TU |Selamaberlaku| softcopy | Selamaberlaku
Pemerintahan (LAKIP)
4] Pengadaan Barang Pengadaan Barang dan Jasa Kasubbag. TU [Selama berlaku| Serta merta | Selama berlaku
dan Jasa
5] Statistik Statistik Kasubbag. TU |Selamaberlaku] softcopy | Selamaberlaku
IV. | PPID:
1} Maklumat Pelayanan | Maklumat Biro Hukum dalam Kasubbag. Dok &|Selamaberlaku| Berkala | Selama berlaku
memberikanpelayanan terkait produk NHL
hukum daerah
2] Profil Layanan PPID | Profil Layanan PPID Biro Hukum Kasubbag. Dok |[Selamaberlaku| Berkala | Selama berlaku
& NHL
3] Daftar Informasi Daftar informasi publik yang tersedia Kasubbag. Dok |[Selamaberlaku| Berkala | Selama berlaku
Publik (DIP) & NHL
4] Jenis Layanan Pelayanan Pembentukan Produk Hukum | Kasubbag. Dok [Selamaberlakuyl Berkala | Selamaberlaku
Daerah, Konsultasi dan Fasilitasi Hukum & NHL
serta Informasi Hukum, Form Permohonan
Informasi/keberatan/sengketa KI.
4] Laporan Permohonan| Laporan Permohonan dan Kasubbag. Dok [Selamaberlaku| Berkala | Selama berlaku
dan Keberatan Keberatanterkait Informasi Hukum pada & NHL
Biro Hukum
V. | Publikasi :
1] Berita Berita/kegiatan terupdate/terbaru Kasubbag. Dok [Selama berlaku| Serta merta | Selama berlaku
Pemprov. NTB & NHL
2] Agenda Agenda Kegiatan Biro Hukum(Propemperda/ | Kasubbag. Dok [Selama berlaku| Serta merta | Selama berlaku
Sidang DPRD/Sidang Bantuan Hukum dIl.) & NHL
3] Pengumuman Pengumuman-Pengumuman Kasubbag. Dok [Selama berlaku| Serta merta | Selama berlaku
& NHL
VL. | Forums Rubrik diskusi Kasubbag. Dok |Selama berlakul Serta merta | Selama berlaku
& NHL
VIIL. | Hubungi Kami Alamat Kantor, email /fb/wa/pejabat Kasubbag. Dok |Selamaberlakul ~ Berkala | Selama berlaku
yang bisa dihubungi & NHL




Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada Sistem Informasi PPID
Biro Hukum Setda Provinsi NTB pada laman https://jdih.ntbprov.go.id. sepanjang tahun 2020
adalah sebagal berikut :

Jumlah Produk Hukum Daerahyang telah Terunggah

Tahun 2020
No. Produk Hukum Daerah Jumla!'n yang Keterangan
telah Diunggah
1. | Peraturan Daerah 11 buah
2. | Peraturan Gubernur 87 buah
Total 98 buah

2.4. Besaran Anggaran

Pandemi Covid-19 mengharuskan dilakukan refokusing dan realokasi anggaran pada
lingkup Pemerintah Provinsi NTB, sehingga pada Biro Hukum terjadi realokasi dari total
jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan PPID dan Sosialisasi Produk Hukum pada
Biro Hukum Provinsi NTB Tahun 2020 bersumber dari dana APBD Provinsi NTB, sebesar
Rp.409.431.910,00 berkurang menjadi Rp.138.917.400,00.
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LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Biro Hukum Setda Provinsi Nusa
Tenggara Barat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online
(melalui laman https://jdih.ntbprov.go.id) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang
melalui Sistem Informasi PPID Biro Hukum dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas
melalui internet. Berikut data statistik pengunjung Website PPID Biro Hukum melalui Laman

https://jdih.ntbprov.go.id.tahun 2020 :

Jumlah Pengunjung Produk Hukum Daerah yang Telah Terunggah

Tahun 2020
No. Produk Hukum Daerah Jumlah yang Jumlajh Keterangan
telah Pengunjung
Diunggah
1. | Peraturan Daerah 11 buah 14786
2. | Peraturan Gubernur 87 buah 73543
Total 98 buah 94329




Bagian IV

PERMOHONAN, PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMAS

Sepanjang tahun 2020, PPID Biro Hukum Setda Provins NTB tidak ada menerima
permohonan informasi secara langsung melalui saluran yang telah tersedia seperti email, media sosial
(facebook/instagram), whatsapp maupun permohonan secara surat dan tatap muka dengan
mendatangi loket pelayanan PPID, karena masyarakat lebih banyak mengakses informasi secara
langsung melalui website di laman https://jdih.ntbprov.go.id.

Sedlain itu, tidak terdapat pengajuan keberatan atau sengketa informasi kepada PPID Biro
Hukum Setda Provinsi NTB selama tahun 2020.



5.1.

5.2.

10

Bagian V
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

Kendala I nternal

Terdapat beberapa kendalainterna yang dihadapi oleh PPID Biro Hukum Setda Provinsi

NTB sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2020. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID Biro Hukum hanya dilaksanakan
oleh beberapa pejabat, sehingga kegiatan PPID Biro Hukum yang dilaksanakan belum
maksimal;

2. Operator sistem informasi pada PPID Biro Hukum belum seluruhnya mengupdate Daftar
Informasi Publik pada laman https://jdih.ntbprov.go.id.

Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2020 adalah adanya pandemi Covid-19
sehingga anggaran PPID Biro Hukum direalokasi menyebabkan beberapa kegiatan yang telah
direncanakan di tahun 2020 tidak dapat terlaksana. Selain itu, masyarakat masih banyak yang
belum mengetahui prosedur permohonan informasi produk hukum daerah baik melaui online

maupun offline.



6.1

6.2
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Bagian VI

SARAN DAN KESIMPULAN

Saran

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, disarankan sebagai berikut :

1. Perlu terus dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB,;

2. Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB sebagai
PPID Utama untuk melengkapi seluruh Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Biro Huku’m
Setda Provinsi NTB agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan
baik.

3. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama
mengenai tata cara permohonan baik secara offline/langsung maupim melalui online/media
sosial;

4. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID

Biro Hukum Setda Provinsi NTB dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya.

Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan
pelayanan informasi publik di Biro Hukum Setda Provinsi NTB belum terlaksana dengan baik
sehingga kedepannya perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan
kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi, pengadaan sarana dan prasarana
dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat.

Mataram, Januari 2021

Disusun oleh,
Kasubbag. Dokumentasi dan
Penygluhan Hukum,

R. Dwi'Retnho Sugiarto, SH.
Penata Tk. |

NIP. 196510101991031039




MATRIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN TERKAIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020

TINDAK LANJUT

NO. NAMA PERATURAN INTISARI GUBERNUR PERANGKAT KAB/KOTA REK(SJXIEL\II\?AS” KET.
DAERAH
1 2 3 4 5) 6 7 8
1. | Perpu Nomor 1 Tahun 2020 - Pemerintah daerah diberikan kewenangan Pergub No. 19 Tahun BPKAD SE Bupai KSB No. | Bappenda Provins
tentang Kebijakan Keuangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan 2020 tentang 050/21/Bappeda NTB mengkaji dan
Negara dan Stabilitas Sistem alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu Perubahan Keempat Litbang/I\V/2020 menindaklanjuti
Keuangan untuk Penanganan (refocusing), perubahan alokasi dan Atas Pergub No0.33 tentang  Penghentian | Perpu tersebut.
Pandemi COVID-19 dan/atau penggunaan APBD. Tahun 2019 tentang Proses  Pdaksanean
dalam rangka M enghadapi - Kebijakan di bidang perpajakan antaralain Penjabaran APBD Program/K egiatan
Ancaman yang Membahayakan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib Tahun Anggaran 2020, pada APBD Tahun
Perekonomian Nasional dan/atau pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha Tanggd 13 April 2020 Anggaran 2020,
Stabilitas Sistem K euangan tetap, perlakukan perpajakan dalam bidang K eputusan Gubernur BPKAD tanggd 1 April 2020
Tanggal 31 Maret 2020 perdagangan melalui system elektronik No. 913-407 Tahun 2020
(PMSE), perpanjangan waktu pelaksanaan hak | tentang Penggunaan
dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Belanja Tidak Terduga
pemberian kewenangan untuk memberikan untuk Bencana Non
fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau Alam Covid-19 di Prov.
keringanan bea masuk. NTB Tahun Anggaran2020
Tanggd 15 April 2020
2. | Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Pemungutan suara serentak ditunda karena KPU Provinsi NTB
tentang Perubahan K etiga Atas terjadi bencana non alam dan dijadwalkan dan Biro
Undang-Undang Nomor 1 Tahun kembali segera setelah bencana non alam Pemerintahan
2015 tentang Penetapan Perpu dinyatakan berakhir. mengkaji dan
Nomor 1 Tahun 2014 tentang menindaklanjuti
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Perpu tersebut.
Walikota Menjadi Undang-Undang.
Tanggal 4 Mei 2020
3. | Peraturan Pemerintah Nomor 21 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus Gugus Tugas
Tahun 2020 tentang Pembatasan memenuhi kriteria: Percepatan

Sosial Berskala Besar dalam
rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease2019
(COVID-19),

Tanggal 31 Maret 2020

a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat
penyakit meningkat dan menyebar secara
signifikan dan cepat ke bebrapa wilayah;

b.terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian
serupa di wilayah atau Negara lain.

Pemberlakuan PSBB diusulkan oleh gubernur/

bupati/walikota kepadamenteri yang menydenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Penanganan Covid-
19 Provinsi dan
Kab/kota mendata
penyebaran Covid-19
mengkaji pembatasan
PSBB.
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Program pemulihan ekonomi nasional bertujuan TAPD mengkaji dan
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan untuk melindungi, mempertahankan, dan menindaklanjuti PP
Program Pemulihan Ekonomi meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku tersebut.
Nasional dlm rangka Mendukung usaha menjalankan usahanya.
K ebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Covid-19
dan/atau Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional,
Tanggal 9 Mei 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Penyebaran Covid-19 beimplikasi pada BPKAD mengkaji
Tahun 2020 tentang Pemberian perkonomian nasional dan kehidupan sosial dan menindaklanjuti
THR Tahun 2020 kepada PNS, sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan PP tersebut.
Prgjurit TNI, Anggota Polri, stabilisasi sosial ekonomi khususnya berupa
Pegawai NonPNS dan Penerima pemberian THR
Pensiun atau Tunjangan,
Tanggal 9 Mei 2020
Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang | Pembentukan Gugus Tugas Percepatan i Em%ﬁ%n Keputusan Bupeti
Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 yang berada di bawah dan 000 GuysTugEs Lotim N0.183.45/
Penanganan Covid-19, bertanggungjawab kepada Presiden, bertujuan: P gPenangan 307/BPBD/2020
Tanggal 13 Maret 2020 a meningkatken ketehenan nesiond dibideng kesehetan; Cov:fd'zzltzg' Pr' oving NTB tentang Gugus Tuges
b. mempercepat penanganan Covid-19 melalui Tangodl 17 Maret 2020 Perogpatan Penanganen
sinergi antar kementerian/lembaga dan pemda; Keputusan Gubernur Covid-19Kebh. Latim,
¢. meningkatkan antisipasi perkembangan tangga 6 April 2020

eskalasi penyebaran Covid-19.

d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan
operasional; dan

€. meningkatkan kesiapan dan kemampuan
dalam mencegah, mendeteksi dan merespons
terhadap Covid-19.

Nomor 360-308 Tahun
2020 tentang
Perubahan atas

K eputusan Gubernur
Nomor 360-282 Tahun
2020, tentang Gugus
TugasPencegahan
Penanganan Covid-19.
Tanggd 24 Maret 2020
Keputusan Gubernur
Nomor 360-405
Tahun 2020 tentang
Status Tanggap
Darurat Bencana Non
Alam Covid-19 di
Provinsi NTB,

Tanggd 15 April 2020.
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7. | Keppres No. 9 Tahun 2020 tentang | Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar | - Keputusan Gubernur BPBD dan Perangkat
Perubahan atas Keppres No. 7 meliputi Peliburan Sekolah dan Tempat Kerja. Nomor 360-343 daerah mengawal
Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Tahun 2020 tentang pelaksanaan SK Gub
Percepatan Penanganan Covid-19 Perubahan Kedua aas dan kabupaten/kota
Tanggal 31 Maret 2020 Keputusan Gubernur menyesuaikan SK

Nomor 360-282 Tahun tentang gugus tugas
2020. (Perubahan Tim berdasarkan Keppres
Gugus Tugas Percepatan tersebut.
Penanganan Covid-19.
Tanggd 31 Maret 2020
- Instruksi Gubernur BUPgt'(/j\;Vk?“".Oia
No. 180/147/Kum/ e Gubernur
2020 tentang tersebut
Peningkatan
K ewaspadaan
terhadap Covid-19
(Efektif Gugus Tugas
untuk berkoordinasi
dengan Tim untuk
mendata secaradetail),
Tanggd 6 April 2020

8. | KeppresNo. 11 Tahun 2020 Menetapkan K edaruratan K esehatan masyarakat Gubernur,
tentang Penetapan Kedaruratan Corona Virus Disease (COVID 19) di Indonesia bupati/walikota untuk
K esehatan Masyarakat Corona yang wajib dilakukan upaya penanggulangan diketahui
Virus Disease2019 (Covid-19) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Tanggal 31 Maret 2020 undangan.

9. | KeppresNo. 12 Tahun 2020 Gubernur, Bupati/walikota sebagai Ketua Gugus SE Bupati KSB Gubernur,
tentang Penetapan Bencana Non Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di No0.048/464/UmunvIV/| bupati/walikota untuk
Alam Penyebaran Corona Virus Daerah dalam menetapkan Kebijakan di Daerah 2020 tentang diketahui
Disease 2019 (Covid-19) sebagai masi ng-masing harus memperhatikan kebijakan Pembatasan Akses
Bencana Nasional Pemerintah Pusat. '|\</I gjlélkeWiliydw

i mrangka
Tanggal 13 April 2020 dmangm
Covid-19,
tgl 16 April 2020

10. | Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun | Melakukan pengadaan Barang dan Jasa alat Pergub Nomor 15 Surat Sekda BPKAD mengkoordines-
2020 tentang Refocussing kesehatan dan Alat Kedokteran untuk Tahun 2020 tentang Provins NTB No. kan perubahan tentang
Kegiatan, Realokasi Anggaran, Penanganan Corono Virus Disease (COVID 19) | Perubahan KetigaAtas | gn0/01/TAPD/2020 Penjabaran APBD TA
serta Pengadaan Barang dan Jasa dengan memperhatikan barang dan Jasa sesuai Pergub No. 33 Tahun Hal Penahentian 2020 dan kab/kota
dalam rangka Percepatan dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri 2019 tentang 9 )
Penanganan Covid-19. K esehatan. Penjabaran APBD Program dan melakukan perubahan
Tanggal 20 Maret 2020 Tahun Anggaran 2020. | Kegiatan, tanggal alokas anggaran dengan

Tanggdl 23 Maret 2020 27 April 2020 perbup/perwa

3
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11. | Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun | Menginstruksikan Mendagri untuk | 1.PerdaProvinsi NTB DinesKesshetan, Pol. PP,
2020 tentang Peningkatan Disiplin | melaksanakan sosialisas dan diseminasi secara | Nomor 7 Tahun 2020 danBiroHukum
dan Penegakkan Hukum Protokol masif tentang penerapan protokol kesehatan tentang mengkaji dan
K esehatan dalam Pencegahan dan | dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, Penanggulangan ndakl aniuti
Pengendalian Covid-19. memberikan pedoman teknis dan pendampingan Penyakit Menular. Meninaakian) utl
Tangaal 4 A 2020 kepada pemda dan masyarakat. 28 Agustus 2020. Instruksi Presiden

angg gustus 2.Pergub  Nomor 50 tersebut.

Tahun 2020 tentang
Penerapan  Disiplin
dan Penegakan
Hukum Protokol
Kesehatan  Sebagai
Upaya Pencegahan
dan Pengendalian
Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).

7 September 2020.

12. | Peraturan Presiden Nomor 82 Membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Gugus TugesCovid-19
Tahun 2020 tentang Komite Pemulihan Ekonomi Nasional yang berada di mengksji Paratran
Penanganan Covid-19 dan bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. taut
Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite tersebut terdiri dari Komite Kebijakan,

Tanggal 20 Juli 2020 Satuan Tugas Penangan Covid-19 dan Satuan
Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi
Nasional.

13. Permendagri Nomor 20 Tahun Pemerintah Daerah dapat melakukan | Pergub Nomor 15 - Keputussn  Bupdi | BPKAD Provins
2020 tentang Percepatan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, | Tahun 2020 tentang Bima No. 18345 | NTB mengkaji dan
Penanganan Covid-19 di yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan | Perubahan Ketiga Atas 404/062 Tehun 2020 | - yonindak anjuti
Lingkungan Pemerintah Daerah Perubahan APBD. Pengeluaran dilakukan | Pergub No. 33 Tahun ttg. Penetgpan RSUD Permendaari tersebut
Tanggal 14 Maret 2020 dengan pembebanan langsung pada belanjatidak | 2019 tentang Sondosa g RS g :

terduga (BTT) dengan tata cara pelaksanaan, | Penjabaran APBD Penyangga
penatausahaan dan pertanggungjawaban BTT | Tahun Anggaran 2020. Covid-
untuk mendanai  kebutuhan antisipasi dan | Tanggd 23 Maret 2020 19 d Kab. Bimg,
penularan dampak Covid-19. tgl.13 April 2020
Pertanggungjawaban atas penggunaan dana

antisipasi dan penanganan dampak penularan

Covid-19 disampaikan oleh kepala perangkat

daerah kepada pejabat pengelola keuangan

daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran

yang sah.

14. | permenkeu Nomor DBHCHT dapat digunakan untuk kegiatan Surat Sekretaris BPKAD
19/PMK.07/2020 tentang pencegahan dan/atau penanganan Covid-19, Daerah Provins mengkoordinasikan
Penyaluran dan Penggunaan Dana | DBHSBAMigas dialokasikan untuk bidang NTB Nomor 900/ perubahan tentang
Bagi Hasil, DAU, dan Dana keschatan dan perbaikan gizi dan DID 0L/ TAPD/2020 Hal Peniab APBD
Insentif TA 2020 dalam rangka diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan Penghentian enjabaran
Penanggulangan CoronaVirus dan/atau penanganan Covid-19. Program dan Tahun Anggaran
Disease (Covid-19), K egiatan, tanggal 2020.

Tanggal 16 Maret 2020 27 April 2020
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15. | Permenkes No. 9 Tahun 2020 ttg Menteri menetapkan  Pembatasan ~ Sosial S Bupai KSB No. Gugus Tugas
Pedoman Pembatasan Sosial Berskda Besar di suatu wialayah berdasarkan 400062/K exa2020 Percepatan Penanga
Penanganan Covid-19, . . M Buan | Kab/kota mengkgi den
Tanggal 3 April 2020 Data peningkatan jumlah kasus menurut waktu Sd 1441 menindeklanuii Pemenkes

disertai dengan kurva epidiomologi. H2020M di Teeh tersebut sesa ketertuen
tdl. 23 April 2020

16. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor - Pemberian  fasilitas  perpgjakan  untuk Bappenda Provinsi
28/PMK .03/2020 tentang Pemberian mendukung penanganan pandemik covid-19 NTB mengkaji dan
Fasilitas Pejak terhadap Barang dan Jess ngr;lga Agnsgﬂgélggagaggt%?ghagdguaygnag menindaklanjuti
mmﬁgﬂ rangka bergerak dibidang barang/jasa berupa obat- Permenkeu tersebut.

: ' obatan, da kesehatan dan dat pendukung lainnya.
Tanggd 6 April 2020 - Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22
Impor dan/atau PPh Pasa 22 dalam masa
pajak April 2020 sampai dengan September
2020 diberikan melalui Surat Keterangan
Bebas Pemungutan PPh Pasal 22.
- Pihak Ketiga yang telah memperoleh
pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22
harus menyampaikan laporan redisas
pembebasan PPh Pasal 22.

17. | Peraturan Menteri Perhubungan No. Pengendalian transportasi selama masa mudik | Surat Gubernur NTB Dinas Perhubungan
STy A L N0 idalen s | o, s
Pengenddlien Transportesi sdamaMasal rangportasi berlaku pada tanggal 24 April s'd 31 Tfraln OrtaSiengen an mengkai
Mudik Idul Fitri Tehun 1441 Hijriyah | Mei 2020 dan jangka waktu dapat diperpanjang =P C menindaklanj uti
dalam rangka Pencegahan Penyebaran | untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Tanggal 24 April 2020 Permen tersebut.
Covid-19. Laran% sementara - penggunaan transportas

) darat berlaku untuk sarana transportasi dengan
Tanggd 23 April 2020 tujuan keluar dan/atau masuk wilayah : PSBB
zona merah penyebaran  Covid- 19 dan
%Iomeras yang telah ditetapkan sebagai
ilayah PSB

18. | KepmenHub No. KM 88 Tahun2020 | Menetgpkan sementara tarif batas atas penumpang Dinas Perhubungan
tentang Penetgpan Sementara Tarif pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga Provins NTB
Batas Atas Penumpang Peayanan berjadwa ddam negeri sdama pdaksanaan PSBB mengkaji
Kelas Ekonomi Angkutan UdaraNiaga| dalam rangka percepatan penangan Covid-19 ndaklan uti
Berjadwal Dalam Negeri Sdama meninaaklanjut
Pd aksanaan PSBB dalam rangka Kepmen tersebut.
Percepatan Penangan Covid-19.

Tanggd 22 April 2020

19. | Keputusan Menteri KesshaanNo. | Menetapkan infeksi Covid-19 sebagai penyakit | Keputusan Gubernur Dinas K esehatan
HK.01.07/Menkes/104/2020ttg | yang dapat menimbulkan wabah, pemerintah Nomor 445-221 Tahun Provinsi dan
magg: 'gfk?tﬁ ng d-ll\a ilbrﬁa%a ey Pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan 2020 tentang Penetapan K ab/K ota mengawal

yakit yg depat upaya penanggulangan, penyiapan fasilitasi Rumah Sakit Rujukan pel aksanaan

Wabiah dan UpayaPenangguangannya
Tanggal 4 Februari 2020

pelayanan kesehatan perawatan dan rujukan
sertafasilitas penunjang.

Covid-19
Tanggal 10 Maret 2020.

K eputusan Gubernur
tersebut.
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20. | Kepmenkes Nomor HK.01.07/ Pemanfaatan Dana Alokass Khusus Bidang Dinas Kesehatan
MENKES/215/2020 tentang Kesehatan  untuk Penanganan  Covid-19 mengkaji dan
Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus | dilakukan dengan perluasan menu  kegiatan menindakl anj uti
Bidang Kesehatan Untuk bantuan operasional kesehatan pada DAK Non K tersebut
pencegahan dan/atau Penanganan Fisk dan penambahan menu/rincian kegiatan epmen tersebut.
Covid-19 Tahun Anggaran 2020, DAK Fisik bidang kesehatan Tahun Anggaran
Tanggal 20 Maret 2020 2020

21. | Kepmenkes Nomor HK.01.07/ Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid- Dinas Kesehatan
MENKES/2328/2020 tentang 19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri mengkaji dan
Panduan Pencegahan dan dalam Keberlangsungan Usaha pada Situas menindakl anj uti
Pengendalian Covid-19 di Tempat | Pandemi untuk memberikan acuan bagi K tersebut
Kerja Perkantoran dan Industri pengelola/lpengurus tempat kerja di instansi epmen tersebut.
dalam Keberlangsungan Usaha padal pemerintahan, perusahaan swasta, BUMN,
Situasi Pandemi, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab./Kota
Tanggal 20 Mel 2020

22. | Keputusan Bersama Menteri Dalam Pemerintah daerah melakukan penyesuaian APBD Bappeda, Biro AP
Negeri dan Menteri Keuangan dengan melakukan rasionalisasi, penyesuaian dan BPKAD
N0.119/2813/SJden PAD, Belanja Daerah dan penyesuaian mengkoordinasikan
No.177/KMK.07/2020 tentang pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari APBD. perubahan alokasi
Percepatan Penyesuaian APBD Tahun | Rasionalisasi dimaksud: anggaran
2020 ddamrangkaPenanganen Covid-19 | 1. Belanja Pegawai
sertaPengamenen Daya Beli Masyarakat| 2. Belanja barang/jasa (50%);
dan Perekonomian Nasiond, 3. BelanjaModal (50%);
Tanggal 9 April 2020 4. Penggunaan anggaran untuk kegiatan yang

berkaitan dengan penanganan pandemik Covid-19.

23. | KeputusanBersamaMenteri Agama, | Dalam Upaya  mendukung  percepatan BKD, Dinas Dikbud
Menteri KetenagakerjaanNo. 391 Th | penanganan Covid-19 serta memberi pedoman dan Biro Organisasi
2020, No. 02 Th 2020, No. 02 Th bagi instansi pemerintah dan swasta dalam mengkaji dan
2020 MenPAN RB tentang Perubahan S aksanak hari lib iona d i o daklan uti
keduaatas K eputusan Bersama melaksanakan hari libur nasion an  cuti menindaklanj uti
Menteri Agama, Menteri bersama Tahun 2020. pel aksanaan
K etenagakerjaan MenPAN RB No. Keputusan Bersama
728 Th 2019, No. 213 Th 2019, No. tersebut.
01 Th 2019 tentang Hari Libur
Nasiond dan Cuti Bersama Tahun
2020
Tanggal 9 April 2020

24. | Keputusan BersamaMenteri Agama, | Dalam Upaya  mendukung  percepatan | SE Gubernur No.060/194/ BKD, Inspektorat dan
Menteri KetenagakerjaanN0. 440 Th | penanganan Covid-19 serta memberi pedoman | ORG tentang Biro Organisasi
gggmggiﬁhégﬁgﬁ%gzgm bagi instans pemerintah dan swasta dalam | Perubahan Cuti menindaklanjuti
ketiga atas K eputusan Bersama melaksanakan hari libur nasiona dan cuti | Bersama Tahun 2020 di pelaksanaan SE

6
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Menteri Agama, Menteri bersama Tahun 2020. Lingkungan Pemda tersebut.
728 Th 2019, No. 213 Th 2019, No. 01 21 Mei 2020
Th 2019 tentang Hari Libur Nasiond
dan Cuti Bersama Tahun 2020
Tanggal 20 Mel 2020

25. | KepmenHub No. KM 88 Tahun 2020 | Pengtgpan sementara tarif batas atas penumpang Dishub
tentang Penetapan Sementara Tarif pelayanan kelas ekonomi sebagai berikut : menindaklanjuti
Egaséias Pmlf&npakrl?;du%/ama& a Kenaikan harga nilai tukar rupiah; K eputusan Menkeu
Berjagd\Ngng]annNgegeri Sela’r?a @ | Perubahan hargajual avtur; dan tersebut
Pedereon PB lomrargka | © BIayR por Uit yalt biaya per pennpan
Percepatan Penanganan Covic-19. pesawat udara dengan factor muat sebesar
Tanggd 22 April 2020 35% untuk pesawat jet dan 40% untuk

pesawatpropeller yang disebabkan penerapan
physical distancing selama PSBB.

26. | Keputusan Menteri KeuanganNomor | Pengenaan sanksi penundaan penyaluran DAU BPKAD
égqf/gAKJ/ZD?AZ(L)J tm PGD1undaBm dan/atau Dana Bagi Hasil bagi Pemerintah menindaklanjuti

yauran _ anabayl | Dagrah yang tidak menyampaikan Laporan K eputusan Menkeu
Hasil Terhadap Pemerintah Daereh Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 teregebut
yang Tidek Menyampaikan L aporan secara  lengkap dan benar dengan
Penyesuaian APBD Tahun Anggaran . .
2020 mempertimbangkan upaya penyesuaian APBD
) sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi
Tanggal 29 April 2020 perkembangan penyebaran Covid-19 di daerah.
Penundaan penyaluran sebesar 35% (tiga puluh
lima persen) dari besarnya penyaluran DAU
setiap bulan dan/atau DBH setiap triwulan mulai
bulan Mei 2020 dan/atau mulai triwulan 11 pada
tahun anggaran berjalan.

27. | Keputusan Mendagri Nomor 440 - | Pedoman penerapan masyarakat produktif dan BKD dan Biro
830 Tahun 2020 tentang Pedoman | aman Covid-19 oleh pemerintah daerah adalah : Organisasi mengkaji
Tatanan Normal Baru Produktif 1.Memberikan arahan untuk pengembangan dan menlndaklanj uti
dan Aman Covid-19 bagl ASN di tahapan pengurangan pembatasan dan transisi Keputusan Mendagri
Lingkungan Kemendagri dan penanganan Covid-19 di daerah yang sejalan tersebut
Pemerintah Daerah, dengan kebijakan pemerintah.

Tanggal 27 Mei 2020 2.Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi
serta sinkronisasi kebijakan dan program
dalam antara pemerintah dan pemda tahapan
pengurangan  pembatasan dan  transisi
penanganan Covid-19 di daerah.

3.Meningkatkan partisipass semua pemangku
kepentingan dalan penerapan protocol normal
baru secaraterintegrasi dan efektif.

28. | Instruksi Mendagri Nomor 1 Melakukan percepatan pengutamaan Bappeda dan
Tahun 2020 tentang Pencegahan penggunaan alokas anggaran kegiatan tertentu BPKAD

Penyebaran dan Percepatan

(refocussing) dan/atau  perubahan  aokas

mengkoordinasikan
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Penanganan Covid-19 di
Lingkungan Pemerintah Daerah,

Tanggal 2 April 2020

anggaran.

a. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait
kesehatan,;

b. Penanganan dampak ekonomi terutama
menjaga agar dunia usaha daerah masing-
masing tetap hidup, dan

¢. Penyediaan jaringan keamanan sosial.

perubahan alokasi
anggaran

29. | Instruksi Mendagri Nomor 4 Melaksanakan dan meningkatkan sosialisasi DinesKesshaten, Pdl. PP.
Tahun 2020 tentang Pedoman secara masif penerapan protokol kesehatan dan BiroHukum
Teknis Penyusunan Peraturan dalam pencegahan dan Pengendalian Covid-19. mengkaji dan
Kepala Daerah Dalam Rangka menindaklanj uti
Penerapan Disiplin Dan Penegakan (l\j/leng#wn dan menetapkan peraturan kepala Instruksi Mendagri
Hukum Protokol K esehatan aerah tentang penergpan protokol kesehatan tersebut
Sebagai Upaya Pencegahan Dan dengan mempedomani format dalam lampiran
Pengendalian Penanganan Covid- | /MStruksi  Mendagri ~ ini ~dan  dengan
19 di Daerah memperhatikan/disesuaikan  dengan  kearifan

' local di daerah masing-masing.
Tanggal 10 Agustus 2020

30. | Maklumat Kapolri Nomor : Himbauan untuk tidak mengadakan kegiatan | Maklumat Gubernur BPBD dan perangkat
Mak/2/111/2020 tentang Kepatuhan | sosial kemasyarakatan yang menyebabkan | NTB Nomor daerah terkait
terhadap K ebijakan Pemerintah berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik | 360/178/BPBD/2020 mengawal maklumat
dalam Penanganan Penyebaran di tempat umum maupun di lingkungan sendiri | tentang Kewajiban tersebut
Virus Corona (Covid-19) dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19 | Isolasi Diri Bagi Werga

secara baik, cepat dan tepat agar penyebarannya | Masyarekat yang Datang

tidak meluas dan berkembang. dari Daerah Pandemi
dan Luar Negeri.
Tanggal 28 Maret 2020

31. | FatwaMUI Nomor 17 Tahun 2020 | Pedoman Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan Biro Kesradan MUI
tentang Pedoman Kaifiat Shalat yang memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat Provins NTB
bagi Tenaga Kesehatan yang merawat dan menangani Pasien Covid-19 Mengkayji
Memakai Alat Pelindung Diri pelaksanaan Fatwa
(APD) Saat Merawat dan tersebut
Menangani Pasen Covid-19.

Tanggal 26 Maret 2020

32. | Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 | Pedoman Pengurusan Jenazah (Taghiz Al- Biro Kesradan MUI
tentang Pedoman Pengurusan | Jana’iz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19. Provins NTB
Jenazah  (Tgjhiz  Al-Jana’iz) Mengkaji
Muslim yang Terinfeksi Covid-19. pel aksanaan Fatwa
Tanggal 27 Maret 2020 tersebut

33. | Fatwa MUl Nomor 28 Tahun 2020 | Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri saat Biro Kesradan MUI

tentang Panduan Kaifiat Takbir
dan Shalat Idul Fitri Saat Pendemi
Covid-19.

Tanggal 13 Mel 2020

pandemi Covid-19.

Provins NTB
Mengkaji
pelaksanaan Fatwa
tersebut
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34. | Maklumat  Majelis  Ulama | 1. Wilayah/Kabupaten/K ota/K ecamatan/Desa Biro Kesra Setda
Indonesia (MUI) Nomor : A- glpzrpa&an (?\2%-1% ny%t%(qan p?wj(n/ rengnag Provinsi NTB
30/DP.P-XXVI1I1/IV/2020 Perihal: berwenang, tetap wajib melaksanakan s%a!at Mengkayji dan
Pelaksanaan  Kegiatan  Ibadah Jum’at berjamaah lima waktu, di Masjid/ menindaklanj uti
Dalam Masa Tanggap Darurat | ,, l&/lus;;nllasepertl bla?ny%tak buh oleh Maklumat ~ Majelis
Pandemi Virus_ Corona (Covid-19) ' piﬁpak apa?/?aga/ ang- tl)g)r/wenaanng/%?mgrirgah, Ulama Indonesia
Tanggal 6 April 2020 masyarakat  wajib  menerima  dan (MuI).

memperlakukannya sebagai mana biasa.

35. | Maklumat Magjelis Ulama | 1. Seluruh umat isam di NTB sementara waktu Biro Kesra Setda
Indonesia (MUI) Provins NTB agar tidak melaksanakan Shalat Jum’at dan Prov. NTB mengkaji
No. : A-30.a/DP.P-XXVIII/IV/ Shalat Fardhu berjama’ah. dan menindaklanjuti
2020, Tanggal 8 April 2020 2. Menjalankan pola hidup sehat, selau Maklumat MUI

mencuci tangan dan memakai masker. tersebut.

36. | SE MenHub Nomor : SE.3Tahun | 1. Kewaspadaan terkait Covid-19 di DisHub Provinsi
2020 tentang Kewaspadaan Terkait Lingkungan Kemhub untuk NTB mengkaji Surat
Virus Corona Covid-19. membatal kan/menangguhkan perjalanan Edaran tersebut
Tanggal 4 Maret 2020 dinas bagi pegawai lingkup kemenhub.

2. Menjdana karantina bagi pegawa yang telah
mel aksanakan perjaanan dinas sdama 14 hari.
37. | SEMenHub Nomor : SE.4 Tahun | Pengaturan  kehadiran  pegawai  lingkup DisHub Provinsi
2020 tentang Tindak Lanjut kementerian perhubungan, pengaturan jam kerja NTB Mengkgji dan
Pencegahan Penyebaran Covid-19di | 9an sistem kerja selama pandemik Covid-19, menindaklanjuti
Lingkungan Kementerian Perhubungan. pengamanan dalam rangka pelaksanaan |ayanan Surat Edaran tersebut
publik bidang transportasi, kewajiban untuk

Tanggal 16 Maret 2020 melakukan pendeteksian, pencegahan dan
penanganan Covid-19 di lingkungan Kemenhub
serta pelaksanaan koordinasi dengan tim
penanganan Covid-19 Pusat.

38. | SE MenHub Nomor : SE.31 Tahun | Pembatasan perjalanan orang dalam rangka DisHub Provinsi
2020 tentang Pengeturan pencegahan penyebaran Covid-19 melalui NTB Mengkaji dan
Penyelenggaran Transportas Udara engaturan penerbangan operasional yang dapat menindaklanj uti
SdamaMasaDilarang Mudik Idul peng P gan op yang dap )

Fitri 1441 Hijrich delam rangka beroperas selama masa larangan penggunaan Surat Edaran tersebut
Pencegahan Penyebaran Covid-19. transportasi udara masa mudik Idul Fitri 1441
Tanggal 6 Mei 2020 Hijriah.

39. | SE MenLHK Nomor : Pedoman pengelolaan limbah infeksius dan | SE Gubernur NTB No. | Dinas LHK Prov. Dinas LHK dan
SE.2/Menlhk/PSLB3/PLB3/3/2020 | sampah yang dihasilkan dari penanganan covid | 660/148/DisL HK/2020 NTB Dikes Prov. NTB
tentang Pengelolaan Limbah Infeksus | 19 di daerah dapat menggunakan fasilitas tungku | Perihal : Pengelolaan mengkaji dan

dan SRT dari penanganan Covid-19.
Tanggal 24 Maret 2020

bakar atau autoclave khusus yang di daerahnya
untuk pemusnahan limbah infeksius.

Limbah B3 Infleksius

dari Penanganan Covid 19

menindaklanjuti SE
tersebut
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40. | SE Menpan RB Nomor 36 Tahun Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah BKD dan Biro
2020 tentang Pembatasan K egjiatan dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil organisas mengkaji
Bepergian ke Luar Daerah darvatau Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran dan menindaklanjuti
Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Covid-19. SE tersebut.
Negaradalam Upaya Pencegahan Kabupaten/K ota
Penyebaran Covid-19. mengkaji dan menindak-
Tanggal 30 Maret 2020 lanjuti SE tersebut.

4]1. | SE MenPAN dan RB Nomor 41 1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar BKD dan Biro
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas|  Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN Organisasi Mengkaji
SE MenPAN dan RB No. 36 Tahun Daam Upaya Pencegahan penyebaran Covid-19. dan menindaklanjuti
2020 tenteng Pembetasen Kegian | 5 ahan dampak sosial Covid-19 Surat Edaran tersebut
Bepargian ke uar Dagreh danvidta - Upaya pencegahan dampak sosial Covi r aran tersebu
KegaanMudik Bag ASN DdamUpaya | 3- Upaya mendorong partisipas  masyarakat

penyebaran Covid-19. dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.
Tanggal 6 April 2020

42. | SE MenPAN dan RB Nomor 45 Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/ SE Bupati KSB No. BKD dan Biro
Tahun 2020 tentang Penyesuaian | | emabga/Dagrah  yang berada di  wilayah 800/048BKSDM/ 2020 | Organisasi Mengkaji
g' esntgi *rftg?]a gnag' @rﬁaﬁggﬁ\j\mﬁhﬂ penetapan  sosal  berskda besar  melakukan tg PenyesdianSitem | dan menindaklanjuti
dengan Pengtapgn Pembatasan Y penyesuaian sistim kerja bagi ASN sesuai dengan KajaASNPem KSB | Surat Edaran tersebut
Sosial Berskala Besar. masa berlakunya pembatasan sosial berskala besar. delam upeyaPenosgehen
Tanggal 9 April 2020 Penyebaran Covid-19,

43. | SE MenPAN dan RB Nomor 46 1. Pembatasan  kegiatan bepergian keluar daerah BKD dan Biro
Tahun 2020 tentang Pembatasan davatau kegigtan mudik serta cuti bagi ASN Organisas Mengkaji
ggﬁg&nfeﬁig'na&fg Eaéal?\/? aih Dalam Upaya Pencegahan penyebaran Covid-19. dan menindaklanjuti
Cuti bag AeSgN dalam Upaya 2. Penegakan disiplin bagi ASN yang mel_angga Surat Edaran tersebut
Pencegahan Penyebaran Covid-19. | 3. Upayapencegahan dampek sosid Covid-19
Tanggal 9 April 2020 4. Upaya mendorong partispas masyaraket delam

rangka mencegah penyebaran Covid-19

44. | Surat Edaran MenPAN RB Nomor | 1. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tuges Kedinasan BKD Provins NTB
SE. 50 Tahun 2020 tentang di Rumah/Tempat Tinggd (Work from Home); mengkaji dan
Perubahan kedua Atas SE 2. Keberlangsungan Pemerinteh dan  Pdayanan menindaklanjuti Surat
MENPAN RB Nomor 19 Tahun Publik; Edaran tersebut.

2020 tentang Penyesuaian Sstem 3. Penyesuaian Sigem Keja pada Kondis
KerjaASN Ddam Upaya Pencegahan Pembatasan Sosid BerskadaBesar;
Penyebaran Covid-19 Di 4. ASN agar menggjak keluarganya dan maesyarakat
Lingkungan Instansi Pemerintah. skitarnya untuk mengunduh dan menggunakan
Tanggal 20 April 2020 gplikas Pedulilindungi padasmartphone.
45. | Surat Edaran MenPAN dan RB Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan Surat Bupati Lotim BKD Provinsi NTB

Nomor 51 Tahun 2020 tentang

Penetapan Jam Kerja pada Bulan

1441 Hijriyah bagi ASN di Lingkungan Instansi
Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:

No.060/39/0ORG/2020
Hd : Jedwd JamKea

mengkaji dan
menindaklanjuti
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Ramadhan 1441 Hijriyah bagi a Hari Senin gd Kamis Pukul 08.00- 15.00 SdamaBuanRamadhen| Surat Edaran
ASN di Lingkungan Instansi Weaktu istirahat Pukul 12.00-12.30 1441 H. tanggd 20 April | tersebut
Pemerintah. b. Hari Jum’at Pukul 08.00-15.30 2020
Tanggal 20 April 2020 Waktu istirahat Pukul 11.30-12.30

46. | Surat Edaran MenPAN dan RB Perpanjangan masa pel aksanaan tugas kedinasan di BKD Provinss NTB
No. 54 Tahun 2020 ttg Perubahan | rumah/tempat tinggal. dan Biro Organisasi
Ketiga Atas SE MenPAN RB mengkaji dan
No.19 Tahun 2020 ttg Penyesuaian menindaklanjuti
Sistem Kerja ASN dalam upaya Surat Edaran
Pencegahan Penyebaran Covid-19 tersebut
di Lingkungan Instand Pemerintah.

Tanggal 12 Mel 2020

47. | Surat Edaran MenPAN dan RB Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menerbitkan BKD Provinsi NTB
Nomor 55 Tahun 2020 tentang dan pemberian surat tugas perjalanan dinas kepada dan Biro Organisasi
Perubahan Atas SE MenPAN RB pegawai ASN dilaksanakan secara  sdlektif, mengkaji dan
N0.46 Tahun 2020 ttg. Pembatasan | akuntabel dan penuh kehati-hatian. menindaklanjuti
K egiatan Bepergian Keluar Daerah Surat Edaran
dan/atau K egiatan Mudik dan/atau tersebut
Cuti bagi ASN dalam upaya
Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Tangga 12 Mei 2020

48. | Surat Edaran Mendagri Nomor Gubernur,  bupati/walikota membentuk dan Gubernur,
440/2622/S] tentang Pembentukan | menjadi  Ketua Gugus Tugas Percepatan Bupati/Walikota
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 sud SE Mendagri dan melaksanakan Surat
Penanganan Corona Virus Disease | Pemaintah daerah dapat menetgpkan datus keedaan Edaran Tersebut
2019 (Covid-19) Daerah, darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan
Tanggal 29 Maret 2020 tanggep darurat bencana Covid-19 dengan didasarkan

pada kgjian atau penilaian kondisi daerah yang
dilakukan oleh BPBD dan Dinas K esehatan.

49, | Surat Edaran Mendagri Nomor Membentuk Satgas Ketahanan Pangan di Daerah
511.2/3149/SJ tentang untuk memastikan ketersediaan, digtribus  dan
Pembentukan Stuan Tugas sabilisas harga 11 bahan pangan di daerah
Ketahanan Pangan di Daerah khususnya di tengah kondis penyebaran Covid-19,

. diperlukan langkahHangkah cepat, tepat, focus, terpadu
Tanggal 14 Mei 2020 dan sinergis antar kementerian/lembaga dan Pemda.
Satgas diketuai oleh Sekda provinsi/kab/kota.

50. | Surat Edaran Kemendes PDTT | Sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap DPMPD Prov NTB
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa | Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai mengkgji dan
Tanggap Virus Corona Disease/ | Desa (PKTD) dengan menggunakan Dana Desa. menindaklanjuti
Covid-19 dan Penegasan Padat Surat Edaran
Karya Tunai Desa. tersebut
Tanggal 24 Maret 2020

51. | Surat Edaran Menteri Pendidikan | Upaya  Pencegahan  perkembangan  dan | Surat SekdaProv NTB L g:lr(%tﬁegrdos IID\}_lr%s Dinas Dikbud
dan Kebudayaan RI Nomor 4 | penyebaran Covid 19 dilingkungan Satuan | No. 180/136/Kum NO0.420/1901.UM/ Provinsi NTB
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Tahun 2020 tentang Pelaksanaan | Pendidikan perihal Pelaksanaan Dikbud, Periha mengawal
Kebijakan Pendidikan dalam Masa K ebijakan Pendidikan Perpanjangan Masa pelaksanaan Surat
Darurat Penyebaran Covid 19 dalam Masa Darurat Pendampingan dan tersebut
Tanggal 24 Maret 2020 Penyebaran Covid-19 Pengawasan walik
tanggal 26 Maret 2020 SiswalSiswi bdgar Bupati/walikota
mandiri di rumeh. menindaklanjuti SE
Tangd 13 April 2020 tersebut sesuai
. Surat KepaaDinas kewenangan
Dikbud Prov. NTB
No. 420/2120.UM/
Dikbud, Perihd
Perpanjangan Masa
Pendampingan
Perpanjangen Masa
Rendampingenbdgar
mandiri di rumeh
52. | Surat Edaran KepalaLKPP Nomor | Untuk Memberi penjelasan secara khusus Biro AP dan LPBJP
3 Tahun 2020 tentang Penjelasan tentang pelaksanaan pengadaan barang/,jasa Mengkaji Tindak
Atas Pelaksanaan Pengadaan pemerintah di Kementrian/Lembaga/Pemerintah Lanjut Pelaksanaan
Barang/Jasa dalam rangka Daerah dalam rangka penanganan penyebaran Surat Edaran
Penanganan Covid-19. Covid-19. tersebut.
Tanggal 23 Maret 2020
53. | Surat Edaran Mendagri No. 1. Penyesuaian sistim kerja bagi ASN sebagai | 1. Surat Edaran No. - SE Bupati Sumbawa | BKD danBiro
440/2436/SJ tentang Pencegahan upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di 060/125/0ORG tentang NoOBY124/0PA/2020 | Organisesi mengkaji dan
Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemda. Penyesuaian Sistem ttgPenyesdanSdem | memantau pelaksanaan
Lingkungan Pemda, 2. Melakukan Penyesuaian Sistem Kerja dengan KejaASN ?g‘i@; KejaAparaur Spil kebijakan terkait ASN
Berpedoman Pada Surat Edaran Menteri pa C—?‘ anp Negaraddam upaya yang mdaksanakan
Tanggal 17 Maret 2020 PAN RB No. 19 Tahun 2020, tanggal 16 %prlo?,(_j',\}%ungm peroegEhen tugas kedinesan dengan
Maret 2020 Tangod 19 Maret 2020 Covid-19di lingk. bekerjadi rumahvtempat
2. Surat Edaran No. PemKeb. Sumbang, tinggalnya
060/113/0ORG tentang tengod 27 Maret 2020
Perubahan Atas Surat - SEBupdi KB No.
Edaran Gubernur NTB 360/70Prokopinlll/
No. 060/125/0RG 2020, tanggd 23Maret
Penyesuaian Sisem 2000
KerjaAparatur Sipil
Negaraddam u%a%/ra
pax%_;dm an
Covid-19di FI)i?r'é}I/(ungan
Pemprov. NTB,
Tanggd 19 Maret 2020
54, | Surat Edaran Mendagri No. Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya BKD dan  Biro
440/2693/SJ tentang Perubahan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Organisas  Mengkaji
Atas SE Mendagri N0.440/2436/SJ | Lingkungan Instansi Pemerintah. dan menindaklanjuti
tentang Pencegahan Penyebaran Sistem kerja Work From Home (WFH) Surat Edaran tersebut
Covid-19 di Lingkungan Pemda, diperpanjang s/d tanggal 21 April 2020.
Tanggal 1 April 2020
55. | Surat Edaran Menteri DesaPDTT | Desa menindaklanjuti prioritas penggunaan dana Dinas PMPD dan
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RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang desa melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) kependudukan serta
Desa Tanggap Covid-19 dan dan penguatan kesehatan masyarakat melalui pemerintah Desa
Penegasan Padat Karya Tunai Desa, | upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. menindaklanjuti
Tanggal 24 Maret 2020 Surat Edaran Menteri
DesaPDTT tersebut

56. | Surat Edaran Menteri Kesehatan Pertimbangan kembali bagi Pemda dan Dinas kesehatan
No. HK. 02.02/111/375/2020 tentang | Masyarakat dalam Penggunaan Bilik Desinfeksi mengkaji kembali
PenggLneen Bil C e dalam rangka Pencegahan Penularan Covid-19. penggunaan bilik

Bilik Desinfeks dda_mra‘g@ Menurut WHO menyemprotkan desinfektan ke desinfeksi
Pencegahan Penularan Covid-19,
; tubuh dapat berbahaya untuk membran mukosa
Tanggal 3 April 2020
(mata, mulut).

57. | Surat Edaran Menag Nomor: SE. 6 | 1.Menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Biro Kesra Setda
Tahun 2020 tentang Panduan dengan baik; Provinsi NTB
Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 2.Sahur dan buka puasa dilakukan oleh mengkaji dan
Syawal 1441 H di Tengah individu/keluargainti; menindaklanjuti  SE
Pandemi Wabah Covid-19. 3.Sdlat Terawih dilakukan secara individual/ tersebut.

Tanggal 6 April 2020 berjama’ah bersama keluarga inti di rumah.

58. | Surat Edaran BKN Nomor Sebagai pedoman bagi instans pemerintah BKD dan Biro
11/SE/IV/2020 tentang Pedomen dalam menjatuhkan hukuman disiplin bagi ASN Organisasi mengkaji
Perjatthen Hukuman Disiplin Bagi | %309 mde'af]/kUka” kke.g' atan b‘;ﬁ’g gian keluar dan menindaklanjuti
ASN yang Melakukan Kegiatan kgaruratan afgéehaﬁgahata% mudix pada masa pelaksanaan Surat

. asyarakat Covid-19,
Bepergian Keluar Deerehdavala | yntuk  meningkatkan  kedisiplinan  ASN di Edaran tersebut.
Kegigan Mudik padaMasaKedarurdien | masing-masing instansi serta pejabat Pembina
K esehatan Masyarakat Covid-19. kepegawaian menindaklanjuti setiap dugaan
i pelanggaran yang dilakukan oleh ASN terkait
Tanggal 24 April 2020 hal tersebu.

59. | Surat Edaran Ketua Pelaksana - Memutus mata rantai penularan Covid-19 Gugus Tugas
Gugus Tugas Percepatan dengan memberlakukan protocol kesehatan; mengkaji dan
Penanganan Covid-19 Nomor 4 - Meningkatkan  keberhasilan  pelaksanaan menindaklanjuti
Tahun 2020 tentang Kriteria PSBB; pelaksanaan Surat
Pembatasan Perjdanan Orang ddam - Meningkatkan efektivitas pel aksanaan Edaran tersebut.
rangka Percepatan Penanganan Covid-19. kegiatan  transportas dalam rangka

. pemenuhan kebutuhan nasional selama darurat
Tanggal 6 Mei 2020 bencana non alam Covid-19.

60. | Surat Edaran Kepala BNPB Dengan ditetapkannya Keppres Nomor 12 BPBD mengkaji

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Surat Edaran tersebut.

Status Keadaan Darurat Benacana
Non Alam Covid-19.

Non Alam Covid-19 sebagai bencana nasional
maka Kepala BNP Gubernur, Bupati/Walikota
tidak perlu lagi menetapkan status keadaan
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Tanggal 27 Mel 2020

darurat bencana Covid-19.

61. | Surat KetuaBSNP Nomor 01 Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota Dinas Dikbud
14/SDAR/ BSNP/I11/2020 Perihal | menyatakan keadaan darurat atau meliburkan Provinsi dan
Pelaksaan UN Tahun 2020 terkait | kegiatan pendidikan di  sekolah/madrasah Kabupaten/K ota
penyebaran Virus Corona (Covid- diwilayahnya, maka pelaksanaan UN dapat mengkaji dan
19). dijadwalkan kemudian setelah berkoordinasi menindaklanjuti Surat
Tanggal 14 Maret 2020 dengan Penydenggaradan Panitia UN Tingkat Pusat Ketua BSNP tersebut

62. | Surat MenKeu RI Nomor S Menindaklanjuti kesepakatan/hasi Tim Dikes dan BPKAD
239/MK.02/2020 Hal.: Insentif Pengarah Gugus Percepatan Penanganan Covid- mengkaji rencana
Bulanan dan Santunan Kematian 19, tanggal 22 Maret 2020 dan Arahan Presiden pelaksanaan Surat
Bagi Tenaga Kesehatan yang kepada Menteri Keuangan mengenai insentif dan Menteri tersebut
menangani Covid-19. santunan kematian tenaga kesehatan yang
Tanggal 24 Maret 2020 menangani Covid-19.

63. | Surat Pengurus Besar Ikatan Program “bersama melawan corona”, antara lain: | Surat Edaran Nomor - SE Walikota Bima
Dokter Indonesia No. 1. Strategi memutuskan rantai penularan. 360/190/BPBD/IV/2020 No. 007/179/1V/
02853/PB/E.9/ 03/2020 perihal : 2. Disarankan agar BNPB dan Kemenkes | tentang Kewajiban 2020 ttg Kewajiban

. . . . Menggunakan
Usulan dan Dukungan dibantu organisasi profes agar segera | Penggunaan Masker di Masker di Kota
Tanggal 26 Maret 2020 membuat Strategi Nasional Penanggulangan | Provinss NTB Dalam Bima, tanggal 6
Covid-19 yang dapat dikembangkan oleh | Rangka Pencegahan April 2020
daerah-daerah  sebagai  dtrategi  daerah | Penyebaran Covid-19, - §6EOI/SOU /gt:a ggﬁ\/N/O
penanggulan Covid-19 di deerah mesing-masing. | tanggal 8 April 2020 2020 ttg Kew, I\?lban
unaan
d| K B dim rangka
Penceg ahan Covid-
19, th 7 April 2020
- SE Bupati Lotim No.
060/104//UM/ 2020,
tgl 6 April 2020.

64. | Surat Menpan RB Nomor Direktur ~ Utama RSUP/RS Khusus di Dinas kesehatan Prov

B/357/M.SM.01. 00/2020 Hal.: Eg;ggrurr:?a?]n Kg%enﬁgk a%ar; a:zlqgﬁﬁ:\r RS;JnE; dan Kabupaten/K ota
i Vi u yi --

Percepatan_Pemenuhan Tenaga termasuk kategori BLUD dapat melakukan men_gkay dar_l .
Kesehatan di RSU/RSUD Badan percepatan pemenuhan tenaga kesehatan Non menindaklanjuti
dalam rangka Menghadapi Keadaen | pemenuhan tenaga kesehatan Non ASN.
Darurat Pandemi Covid-19. Jumlah jenis pegawai yang akan direkrut sebagai
Tanggal 26 Maret 2020 Tenaga Kesehatan Non ASN

65. | Surat Mendagri Nomor Pendataan Kebutuhan Perlengkapan Penanganan Gugus Tugas Covid-
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440/2627/SJ Hal : Permintaan Covid-19 19 menindaklanjuti
Data K ebutuhan Penanganan Surat Mendagri

Covid-19
Tanggal 30 Maret 2020

tersebut

66. | Surat Dirjen Perhubungan Udara Upaya mengatas dan mendeteksi penyebaran Dinas Perhubungan
Nomor : AU.201/6/9/ DRIJU.DKP- | Covid-19 melalui pengisan HAC oleh dan Dikes Provinsi
2020 Perihal Pengisian Health penumpang di rute domestik. NTB mengkaji dan
Alert Card (HAC), menindaklanjuti
Tanggal 30 Maret 2020 Surat tersebut

67. | Surat Menteri Pertanian Upaya antispatif dampak Covid-19 terhadap Perangkat daerah
No.59/KN.100/3/2020 Hal : perekonomian nasional, antara lain refocussing terkalt e

. rogram ilitas daya beli dan jaminan supla menindaklanjuti
Permohonan Akses Bagi Kelancaran Eeb%tuhan pangan, sorta menyijapkan stratpegi Sirat Menter
Pengiriman Logistik Bahan untuk mendorong dan memperluas program tersebut
Pangan, Sarana Produksi dan bantuan sarana produksi ke masyarakat petani,

Tenaga Kerjadi Bidang Pertanian. | mengaksdleras produks pertanian dan mendorong
Tanggal 31 Maret 2020 kelancaran distribus bahan pangan pokok.

68. | Surat Kapolri Nomor Mempedomani dan mensosialisasikan Protokol Gugus tugas
B/2251/IV/K EP/2020/Pusdokkes Isolas Mandiri untuk penanganan Covid-19 ke menyusun rencana
Perihal : Protokol Isolasi Mandiri | seluruh masyarakat Polri. tindaklanjut Surat

i Kapalri tersebut
Tanggal 1 April 2020

69 | Surat Menteri Perindustrian RI | 1. Membantu dan mendukung pelaksanaan Dinas Perindustrian
Nomor : B/312/M-IND/IND/IV/ | ~ Kegiatan industri yang berada di wilayah Provinsi NTB
2020 Perihd  :  Pelaksanaan masing-masing dalqm masa tanggap darurat Mengkaji dan

) i pandemic Covid-19; ; -
Kegiatan Industri Dalan Masa _ o menindaklanjuti
Tanggap Darurat Pandemi Virus | 2- Tidak melakukan pembatasan aktivitas Surgt ~ Menteri
Corona (Covid-19), industri termasJk_ pada panbatg;mn gerak Perindustrian

karyawan atau jalur distribusi sebelum tersebut.
Tangga 2 April 2020 adanya penetapan status pembatasan gerak
karyawan atau jalur distribusi sebelum
adanya penetapan status Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) vyang setelah
disetujui oleh Kementerian Kesehatan.
70. | Surat Sekjen Kementerian - Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di | - SE Gubernur Nomor Dikes, BKD dan Biro

Kesehatan Nomor PK.
02.01/B.V1/839/2020 tentang
Himbauan tentang Upaya
Pencegahan Penularan Covid-19 di
Tempat Kerja

tempat kerja.
- Memasang pesan-pesan kesehatan tempat
strategis.

180/114/Kum Tahun 2020
ttg upaya Pencegahan
Penularan Covid-19 di
tempat kerja, tanggal
19 Maret 2020

- SE Gubernur Nomor
180/137/Kum/2020 ttg

UpayaPencegahan

Organisasi memantau

pel aksanaan SE
Gubernur

dilaksanakan dengan
maksimal dan

diteruskan ke jajaran
masing-masing.
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Penularan Covid-19 di
tempat kerja, tanggd 27
Maret 2020
71. | Surat Kementerian Koordinator 1. Pemerintah Resmi membuka Pendaftaran Dinas Nakertrans
Bidang Perekonomian Republik Program Kartu Prakerja melalui situs www. Provinsi NTB
Indonesia Siaran Pers No. Prakerja.go.id. mengkaji dan
Hm.4.6/45/ Set.M.Ekon.2.3/ 2. Program bantuan biaya pelatihan insentif bagi menindaklanjuti
04/2020 Pemerintah Resmi Buka para pekerja, pencari kerja serta pelaku usaha Surat tersebut.
Pendaftaran Kartu Prakerja Tahap mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan
Pertama. dan/atau mengalami penurunan daya beli
Tanggal 11 April 2020 akibat pandemi Covid-19
72. | Surat Kementerian Koord. Bid. Pemb. | Permohonan  data dan informasi  terkait Gugus Tugas Covid-
Manusia dan Kebudayaan Rl No. percepatan penanganan Covid-19 di daerah 19 mengkaji dan
B.457/DEP-1/ KSB.00.00/04/2020 | sebagai bahan masukan dan evaluasi Menteri menindaklanjuti
perihal Permohonan datainformasi | Koordinator Bid. Pembangunan Manusia dan Surat tersebut.
tindak lanjut Percepatan K ebudayaan.
Penanganan Covid 19 Daerah,
Tanggal 21 April 2020
73. | Pergub Nomor 17 Tahun 2020 ttg. Memberikan keringanan kepada wajib pajak Bappenda Bappenda mengawal
Pembebasan Sanksi Administrasi berupa pembebasan sanksi administrasi PKB pelaksanaan  Pergub
Pajak Kendaraan Bermotor dan dan Pembebasan pokok PKB diatas lima tahun dan  menyesuaikan
Pembebasan Pokok Pgak Kendaraan | untuk mengurangi beban masyarakat yang target PAD.
Bermotor Di Atas LimaTahun terdampak Covid-19.
Tanggal 30 Maret 2020
74. | Pergub Nomor 22 Tahun 2020 | Pedoman Umum Penanganan Covid-19 Assisten |l Setda Seluruh OPD
tentang Pedoman Umum | & Setigp perangkat daerah lingkup Pemprov. NTB Provins NTB mengawal
Penanganan Covid-19 Pemerintah menyusun SOP sesual dengan bidang dan tugas pel aksanaan Pergub
Provinsi NTB masing-masing dengan  berpedoman pada
- dokumen Pedoman Umum Penanganan Covid-
Tanggal 29 April 2020 19 dan berkoordinas dengan Gugus Tugas,
stake holder serta pemerintah kab/kota;
b. Koordinas meliputi :
- Kesesuaian program dan kegiatan;
- Progress dan langkah-langkah strategis;
- Kesesuaian data.
75. | Pergub Nomor 31 Tahun 2020 | Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini Seluruh OPD
tentang  Penanggulangan  dan | adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah mengawal
Penanganan Covid-19, Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan pelaksanaan Pergub

Tanggal 5 Juni 2020

Pencegahan dan Penanggulangan COVID 19 di
Daerah.

Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19
bertujuan untuk: menghentikan penyebaran
COVID-19; meminimalkan jumlah penderita;
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meminimalkan jumlah kematian;
memaksimalkan angka kesembuhan; menjaga
ketahanan  masyarakat terhadap  paparan
penyakit; dan melindungi kehidupan sosia dan
ekonomi masyarakat.
76. | Pergub Nomor 32 Tahun 2020 | Pemerintah Daerah  menyiapkan langkah Seluruh OPD
tentang Tatanan Kehidupan normal | strategis dan cepat dalam rangka mengantisi pasi mengawal
baru, dan mencegah mewabahnya kembali pandemi pelaksanaan Pergub
Tanggal 9 Juni 2020 COVID-19 sebagai berikut:
a. pemetaan kondisi penyebaran COVID-19 dan
penetapan kondisi pandemi suatu daerah;
b. kesiapsiagaan dalam rangka pencegahan dan
pengendalian COVID-19;
C. penyiapan masyarakat dan dunia usaha dalam
pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan
d. penergpan protokol kesehatan pada semualini.
77. | Keputusan Gubernur Nomor 360- | Pembentukan Pos Komando Waspada Virus BPBD Provinss NTB
258 Tahun 2020 tentang Pembentukan| Coronadi Provinsi NTB mengawal
Pos Komando Waspada Virus Coronadi pel aksanaan
Provindg NTB Tahun Anggaran 2020. keputusan tersebut
Tanggal 13 Maret 2020
78. | Keputusan Gubernur Nomor 360- | Pembentukan Gugus Tugas Percepatan BPBD Provins NTB
282 Tahun 2020 tentang Gugus Penanganan Corona Virus Disease 2019 mengawal
Tugas Percepatan Penanganan (Covid-19) Provinss NTB pelaksanaan
Covid-19 Proving NTB Tahun keputusan tersebut
Anggaran 2020.
Tanggal 17 Maret 2020
79. | Keputusan Gubernur Nomor 360- | Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non BPBD Provinss NTB
298 Tahun 2020 tentang Status | Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di mengawal
Siaga Darurat Bencana Non Alam | Provinsi NTB. pel aksanaan
Covid-19 di Provinsi NTB. keputusan tersebut
Tanggal 23 Maret 2020
80. | Instruksi Gubernur Nomor Mengefektifkan Pelaksanaan Karantina Mandiri | SE~ Gubernur  NTB Bupati/Walikota
180/147/Kum Tahun 2020 tentang | di seluruh Wilayah NTB dengan Membentuk | No.440/157/ TAHUN melaksanakan
Peningkatan Kewaspadaan terhadap | Gugus Tugas Covid-19, koordinasi, Pendataan, | 2020 perihal Protokol Instruksi Gubernur
Corona Virus Disease 2019 jumlah pendatang ke NTB, dan Sosialisas | Pengurusan Jenazah dan SE tersebut.
(Covid-19) kepada M asyarakat Covid-19,
Tanggal 6 April 2020 Tanggal 20 April 2020
81. | Instruksi Gubernur Nomor - Mengingatkan masyarakat secara terus Bupati/Walikota

180/181/Kum Tahun 2020 tentang
Penggunaan Masker untuk Mencegah

menerus yang  beraktifitas di  luar
rumah/gedung untuk dapat menggunakan

mel aksanakan
Instruksi Gubernur
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Penularan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19)

Tanggal 8 Mei 2020

masker tanpa terkecuali.

- Pengelola fasilitas umum, pedagang atau
pramuniaga agar tidak melayani yang tidak
memakai masker.

dan SE tersebut.

82. | Surat Edaran Gubernur Nomor : | Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Biro Organisas,
180/114/Kum Tahun 2020 Tentang | tempat kerja melalui Menjaga Area Kerja Tetap Dinas Pariwisata,
Upaya Pencegahan Penularan | Bersh Dan Higenis pembatasan perjdanan dinas, Dishub dan gugus
Covid-19 di tempat kerja rapat/pertemuan serta penutupan sementara tugas mengawal

akses lalulintas ketempat wisata dan pembatasan tindaklanjut SE
Tanggal 19 Maret 2020 pelayanan direct flight dari daerah tertentu tersebut

83. | Surat Edaran Gubernur Nomor Dalam rangka penanganan secara baik cepat dan Bakesbangpoldagri,
180/128/Kum Tahun 2020 tentang | tepat  pencegahan  penyebaran  Covid-19 Biro Kesra dan gugus
Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan  pembatasan/peniadaan  kegiatan tugas mengawal
Melibatkan Pengumpulan Massa | parade/pawai/arak-arakan ogoh-ogoh, resepsi/ tindaklanjut SE
Di TengehWebeh VirusCorona, nyongkolan/tabligh akbar/pengumpulan massa tersebut
Tanggal 23 Maret 2020 pendukung pilkada, dan kegiatan lainnya.

84. | Surat Edaran Gubernur Nomor : Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Biro Organisasi,
180/137/Kum Tahun 2020 tentang | tempat kerja melalui menjaga area kerja tetap Dinas Pariwisata,
Tentang Upaya Pencegahan bersih dan higenis, pembatasan perjalanan dinas, Dishub dan gugus
Penularan Covid-19 di tempat rapat/pertemuan  serta penutupan sementara tugas mengawal
kerja akses laulintas ke tempat wisata dan pembata- tindaklanjut SE
Tanggal 27 Maret 2020 san pelayanan direct flight dari daerah tertentu. tersebut

85. | Surat Edaran Gubernur Nomor Kepala Perangkat daerah dan unit kerja BKD dan  Biro
060/113/0ORG tentang Perubahan Atas melakukan  pemantauan dan  pencegahan Organisasi mengawal
Surat Edaran Gubanur No. 060/125/0RG | penularan Covid-19 bagi ASN di lingkungan tindaklanjut SE
tentang Penyesuidian Ssim KerjaASN kerja masing-masing. tersebut
ddam UpayaPencegahan Penyebaran
Covid-19di Lingkungan Pemprop NTB.

Tangga 30 Maret 2020

86. | Surat Edaran Gubernur Nomor 1. Menoegeh, mainimelisr penyebaran sata. mangurang BKD dan Biro
%@ﬁ?‘it@ me%a@”m resko Covick19 yang dissbebkan dleh mobilitas Organisasi mengawal
iy Kquo.gg]a,\‘mgk?ag ol penducik dari stuwilayehkewilayehlanya, :ggggb‘;‘”l ut SE
Dalam UpayaPencegehan Pencegahen 2.Ddamn keadeen tapsksa mdakukan kegiatan
Penyebaran Covid-19. bepergian ke luar deereh danvaau mudk, yang

Tanggd 15 April 2020

bersangkutan harus mendagpatkan ijin dari aasan
langsung setdah dinyatakn bersh dari Covid-19 deh
Dikesdi wilayah mesng-masing,

3. ASN agar menggiak masyaraka di lingkungan tempat
tinggdnyamendorong partisipes mesyaraket sehege barkut :
a Sddumenggunakan Masker;

b. Tidek bepeagian ke luar daerah dan mudik Hari
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Rayaldul Fitri 1441 H;

¢. Menjagajarak amen (sodd/physicd digancing);

d. Menyampaikaninformad yang positif dan bener ;

e Bergotong royong dan menerapkan perilaku bersh
dansehat.

4.Bagi ASN yang mdanggar kegiatan bepergian ke luar
dagreh davaau kegidan mudik, meka yang
bersangkuten diberiken sanks digplin ( PP No. 53 Th
20101tg Digpilin PNS, PP No. 30th 2019 ttg Penilaian
Kinerja PNS dan PP No. 49 Th 2018 ttg Mangemen
Pegawa Pemerintah dengan Parjanjian Keaja).

87.

Surat Edaran Gubernur Nomor
060/188/0ORG tentang Pambatasan
Kegigan Bepargan KeLuar Dagreh
davatau Kegigan Mudik darvatau Cuti
Bagi ASN Ddam UpayaPencegahan
Penyebaran Covid-19.

Tanggal 13 Mei 2020

1. Meoggh, maminimdisr payebaan sata maguag
resko Covid19 yang disshebkan oleh mobilitas
penduduk dari satuwilayah kewilayah lainnya

2.Ddamn keadeen tapsksa mdakukan  kegiaan
bepargian ke luar dagrah davatau mudik, yang
bersangkutan harus mendagpatkan ijin dari aasan
langsung satdah dinyatakn bersh dari Covid-19 deh
Dikesdi wilayah mesing-masing,

3. ASN agar menggak masyarakat di lingkungan tempat
tinggdnyamendorong partisipes mesyaraket sshegal baikut :
a Sddu menggunakan Masker;

b. Tidek bepergian ke luar dagrah dan mudik Hari
Rayaldul Fitri 1441 H;

¢. Menjagajarak amen (sosd/physcd digancing);

d. Menyampaikaninformas yang positif dan benar ;

e Bergotong royong dan menergpkan perilaku bersh
dansahat.

4. Cuti karena dasan penting hanya diberikan terbatas
karenaadakd uargayang sskit kerasatau meninggd.
Bag ASN yang mdanggar kegiatan bepergian ke luar
deerah davatau kegiatan mudik dan/atau cuti, meka yang
bersangkutan diberikan sanks displin ( PP No. 53 Th
2010 ttg Didpilin PNS, PP No. 30 th 2019 ttg Penilaian
Kinerja PNS dan PP No. 49 Th 2018 ttg Mangemen

Pegawa Pemerintah dengan Pajanjian Kerja).

BKD dan Biro
Organisasi mengawal
tindaklanjut SE
tersebut

88.

Surat  Edaran  Gubernur  Nomor
060/210/0RG tetang Sigem Kerja
Pegawa Aparatur Spil NegaraMenuju
Tatanan Norma Barudi Provind NTB

Pedoman Tatanan Norma Baru Produktif dan
Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Bagi ASN di Lingkungan Kementerian Dalam

BKD dan Biro
Organisasi mengawal
tindaklanjut SE
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Tanggd 23 Juni 2020

Negeri dan Pemerintah Daerah, disampaikan

hal-hal sebagai berikut Aparatur Sipil Negara,

Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak/Honorer

wajib melaksanakan tugas kedinasan di kantor

(work from office).

Dalam rangka rencana penerapan sistem kerja

Pegawai Aparat Sipil Negara dalam tatanan

normal baru, maka perangkat daerah melakukan:

a. Penyesuai an/penyederhanaan Standar
Operasional Prosedur (SOP) pelayanan
dengan memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikas serta mempublikasikannya
melalui mediainformasi;

b. Tetap membuka pelayanan baik secara online
maupun offline;

¢. Melakukan perhitungan kembali analisa beban
kerja;

d.Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas
kedinasan;

e. Memadtikan pelaksanaan tugastugas pemerintahan
dan pelayanan publik berjalan optimal.

tersebut

89. | Surd Edaran Gubernur NTB Nomor | 1. Memberikan pembebasan biaya Rapid Test Tim Gugus Tugas
200/38/2091};1’(&119 m Bliaaya Covid-19 untuk pelgjar, santri dan mahasiswa mengawal
Pelaplejar/Sa’Itri/MmaE'SNa G Provins | a0 bedjar keluer doereh, sebogal syaret untuk ELTSS"..?L?”‘ WS
NTB, pembelajaran di sekolah/universitas tujuan.

, 2. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan
Tanggal 23 Jni 2020 jadwal pembelajaran yang dikeluarkan oleh
Kementerian Agama maupun Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Menunjuk fasilitas kesehatan pada masing-
masing kabupaten/kota yang melaksanakan
Rapid Test Covid-19.

0. Maklumat Gubernur  NTB  Nomor | Mewajibkan setiap masyarakat yang datang dari BPBD dan Gugus
360/178/BPBD/111/2020 tentang | daerah pandemi dan luar negeri melaporkan diri Tugas mengawal
Kewgiban Isolas  Diri  Bagi | dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari pelaksanaan
Masyaraket yang Datang dari Daerah Maklumat Gubernur
Pandemi dan Luar Na‘;ﬂ'l tersebut.

Tangga 28 Maret 2020
o1 Surat KepalaDinas Dikbud Prov. | - Bentuk fasilitas Belgjar Mandiri di Rumah; Kepala Cabang Dinas
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NTB No. 005/1860/Dikbud Perihal | - Siswali yang tedlah mengikuti program belgjar (KCD) Kab./Kotadan
Belajar Mandiri melalui ”Belajar bersama RRI  untuk membuat resume/ Kepala SMK/SMAN/
BersamaRRI di Pro 1 dan Pro 2 rangkuman materi, sample video diri hasilnya Swastase NTB,
RRI Mataram” dilaporkan ke Dinas Dikbud Provins NTB. mengawel Surat tersebut
Tanggal 8 April 2020

92. | Surat Kepala Dinas Dikbud Prov. Layanan kegiatan belgar mandiri di rumah Dinas Dikbud
NTB No. 420/2120.UM/Dikbud diperpanjang kembali sd tanggal 11 Me& 2020. mengawal Surat
Perihal Perpanjangan masa tersebut
pendampingan dan Pengawasan
siswalsiswi belgiar mandiri di rumah,
tanggal 27 April 2020

93. | Surat Sekretaris Daerah Provins | Perangkat daerah diminta untuk menghentikan TAPD
NTB Nomor 900/01/TAPD/2020 | sementara pelaksanaan Program dan Kegiatan menindaklanjuti
Hd : Penghentian Program danKegidan, | sampai dengan TAPD Provinsg sdlesai melakukan Surat tersebut.
tanggal 27 April 2020 Pergeseran anggaran.

94. | Surat Sekretaris Daerah Provinsi | Mengaktifkan operasonad aplikas e-faslitas dan Biro Hukum
NTB Nomor 180/235/KUM Hd : e | evduas produk hokum kabupaten/kota yang menindaklanjuti
fadlites dan evadues Produk Hukum | terintegras dalam website Jaringan Dokumentasi Surat tersebut ke
Keb/Kota, dan Informas Hukum (JDIH) Biro Hukum Setda kab/kota.
tanggal 16 Juni 2020 Provins NTB ( www.jdih.ntbprov.go.id).

94. | Surat Kepala Dinas Dikbud Prov. | Layanan kegiatan belgjar dari rumah diperpanjang Kepala Cabang Dinas

NTB No. 420/2120.UM/Dikbud
Perihal Perpanjangan Masa Bdgar
Dari Rumah (BDR) Sampa dengan
1 Juni 2020, tanggal 11 Mel 2020

kembai sd 1 Juni 2020 serta Kepala sekolah
mengaktifkan kunjungan rumah (Home Visit)
untuk memberikan layanan belgar secara
konvensiona di rumah bagi siswa yang tidak bias
belgjar daring (on line).

(KCD) Kab./Kota
dan Kepala SMK/
SMAN/SLB/ Swasta
se NTB, mengawal
Surat tersebut
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